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1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumberdaya penerimaan yang paling penting dan merupakan
upayapemerintah membawa perkembangan milik negara. Potensi yang ada disetiap
daerah diharapkan mampu memaksimalkan dengan baik agar pemerintah daerah dapat
meningkatkan pendapatan daerahnya, memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang
maksimal merupakan keinginan setiap daerah. Sumber pendapatan asli daerah yang

banyakberkontribusi pada setiap daerah adalah pajak daerah salah satunya adalah

yang menangani masalah
kendaraan bermeter yaitu =Badai Daerah melalui Unit
Satu Atap (SAMSAT)

is dan Sistem

yang memiliki rodayang dapat digunakan dalam medan darat, dan difungsikan dengan
peralatan teknik berupa motor yang dapat menggerakkan kendaraan dengan sumber
daya energi tertentu. Adapun penerapannya pajak dapat dipungut dikantor bersama
samsat yang diantaranya terdapat beberapa instansi pemerintah yang ikut
berpartisipasi yaitu, Badan Pendapatan Daerah(BAPENDA), Kepolisian Daerah RI
dan Asuransi Jasa Raharja dalam meningkatkan adanya program pemutihan,

pembebasan BBNKB dan samsat keliling (Gustaviana, 2020).
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Program pemutihan merupakan salah satu kebijakan yang diadakan pemerintah
yangbertujuan untuk mendorong masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam
membayar pajak kendaraan bermotor. Diadakannya program pemutihan untuk
mengurangi pajak kendaraan bermotor yang tidak terbayar oleh wajib pajak, karena
adanya sanksi perpajakan atas keterlambatan dalam membayar pajak. Program ini
melibatkan penghapusan atas sanksi perpajakan, dan tujuan lain mengenai perubahan
nama kendaraan bermotor bea balik nama untuk meningkatkan tanggung jawab wajib
pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan untuk membantu wajib pajak dalam
mengubah nama kendaraan bermotor ketika pemilik baru berubah. Saat proses

endaraan bermotor dan samsat keliling juga merupakan

rdomisili jauh dari kantor SAMSAT
sendiri, ma“a
r

graan bermotornya. Dalam kegagalan
juga. dipengaruhi tingkat pendapatan

Pdapatan lebih tinggi
knya, begitupun sebaliknya

Bulan Target Realisasi
Januari Rp 10.000.000.000 Rp 33.282.819.500
Februari Rp 20.000.000.000 Rp 26.538.751.500
Maret Rp 30.000.000.000 Rp 33.326.742.000
April Rp 40.000.000.000 Rp 30.775.288.900
Mei Rp 50.000.000.000 Rp 25.863.129.500
Juni Rp 60.000.000.000 Rp 30.534.816.600
Juli Rp 38.000.000.000 Rp 37.857.379.800
Agustus Rp 49.000.000.000 Rp 48.899.660.300
September Rp 30.000.000.000 Rp 30.476.220.700
Oktober Rp 31.000.000.000 Rp 31.813.523.000
November Rp 31.000.000.000 Rp 32.195.140.600
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Bulan Target Realisasi
Desember Rp 40.000.000.000 Rp 41.212.287.900

Sumber : SAMSAT Kab. Karawang, 2023

REALISASI PKB PERBULAN
PRA PROGRAM PEMUTIHAN, PADA SAAT PROGRAM PEMUTIHAN, PASCA PROGRAM
PEMUTIHAN DAN SAAT PROGRAM BEBAS BBNKB Il

Rp60.000.000.000

Rp50.000.000.000 Rp48.899.660.300

Rp41.212.287.900
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Rp33.282.819.500 Rp33.326.742.000 Rp31.813.523.000
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Rp30.000.000.000
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Rp10.000.000.000
Rp-

Januari Februari Maret April Juni Juli Agustus  September Oktober November Desember

' Karaw
Berdasarkan has I é@ﬁm N\édarl data 12 bulan tahun

2022terjadi fluktuasi pada p ajak. Pelaksanaan program pepnutihan berada
.379.800 dan

n oktober terjadi

di bulan juli dan agustus untuk rea
agustus sebesarRp. 48.899.660.300. Tetapi p
penurunan karena tidak adanya program pemutihan. Lalu saat di adakan kembali
program pemutihan di bulan november dan desember sedikit meningkat, untuk
realisasi dibulan november sebesar Rp. 32.195.140.600 dan bulan desember sebesar
Rp. 41.212.287.900, jadi bisa dibuktikan dari data tersebut adanya penurunan antusias
masyarakat dalam membayar pajaknya.

Dilihat darigambar diatas adanya program pemutihan dibulan juli agustus cukup
meningkat realisasinya, saat di adakannya kembali program pemutihan di bulan

november dan desember realisasinya menurun, dan terjadilah perbandingan antara
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program pemutihan pertama dan program kedua memiliki perbedaan dalam hasil realisasinya,
karena wajib pajak hanya memanfaatkansaat adanya program untuk membayar kewajibannya.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor harus di maksimalkan lagi melalui media sosial
atau jaringan tatap muka, sehingga untuk mengurangi beban pajak atas keterlambatan dan
masyarakat agar lebih mematuhi dengan membayar pajak secara tepat waktu. Hal ini
merupakan versi yang lebih berkembangdari apa yang semula di maksudkan untuk menentukan

undang-undang perpajakan wajib diikuti oleh masyarakat (Kusasih & Kustiningsih, 2023).

Implementasi dari peraturan daerah ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur
(PERGUB) nomor 45 Tahun 2014, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai
pemutihan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan ini

tentu tidak terlepas da ana masih banyaknya wajibpajak yang tidak memenubhi
kewajiban perpaj dampak=pada menimbunnya denda atau tunggakan
pajak, dikarenakam dari berbagai faktor seperti dalam kendala ekonomi masyarakat, kurangnya
informasi-infor 1a_kelalaian_masyarakat serta kurangnya
kesadaran masyaraka i e liki kendaraan bermotor
yang belum di bali abka Iﬁapatan penerimaan PKB,

ajib pajak yang terjadi

program pemutihan dam NKE E A

i|bannya dalam hal membayar wajib

pajak kendaraan bermotor masif, NakusiC R(A NaﬁdaJabar, 2023).

Adapun upaya dalam mengure aktor-faktor seperti penimbunan funggakan pajak,

merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda pajak kendaraan
bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar wajib pajak
kendaraan bermotor (Gustaviana, 2020). Faktor lain juga yang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak adalah program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Sesuai dengan yang
tercantum didalam peraturan Gubernur No.44 Tahun 2017 pasal 2 ayat (4) yang menjelaskan
bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pembebasan yang
diberikan oleh gubernur terhadap pokok bea balik nama kendaraan bermotor terhadap
kendaraan bermotor dalam atau luar provinsi. Hal ini bermaksud segala kendaraan bermotor
yang dimutasikan ke dalam atau luar provinsi selama pembebasan bea balik nama kendaraan
bermotor hanya akan di kenakan atau dipungut pokoknya saja dalam pajak kendaraan

bermotor.
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Upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah samsat keliling. Samsat
keliling merupakan layanan yang diantaranya berupa pengesahan STNK, pembayaran PKB,
dan pembayaran asuransi jasa raharja dengan berbagai aktivitasnya menggunakan kendaraan
bermotor yang beroperasi dari tempat yang satu ke tempat yang sudah dijadwalkan. Tujuannya
beroperasi samsat keliling ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan
kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukanpembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa
harus mendatangi kantor samsatnya. Untuk pelayanan yang diberikan samsat keliling adalah
layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor online, pengesahan STNK tahunan dan
pembayaran SWDKLLJ. Masyarakat akansemakin patuh dalam pembayaran pajak kendaraan
bermotor dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta

ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan oleh petugas (Gustaviana, 2020).

Adanya kebij@ A ermuytihar daraan bermotor dan bea balik nama
harus diikuti de

Dirjen pajak un

warga serta wa

tersebut.

kendaraan bermotor dan samsat keliling sehingga pendapatan dari sektor ini mencapai nilai
yang ditargetkan. Dampak pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ialah
menarik minat masyarakat yang tidak patuh membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan
bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berdampak positif bagi
masyarakat. Dengan adanya program-program ini akan membantu masyarakat dalam
mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor yang hanya akan dikenakan pokoknya saja

tanpa dikenai denda atau bunga.

Pada penelitian ini menggunakan teori kepatuhan yaitu Menurut (Ristiana et al., 2022)
teori kepatuhan merupakan teori yang menggambarkan perilaku seseorang yang patuhpada

aturan atau perintah yang diberikan. Teori kepatuhan mengimplementasikan keadaan wajib
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pajak pada kondisi yang taat atau tidak pada aturan yang diberlakukan. Berdasarkan uraian
tersebut yakni teori kepatuhan ialah teori yang menjelaskan tingkah laku seseorang yang
mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban pajakyang
dipenuhi dalam rangka memberikan konteribusi bagi pembangunan saat ini dan diharapkan
dapat dipenuhi secara sukarela (BR, 2022). Memahami semua peraturan perpajakan,
menghitung jumlah pajak yang terutang secara akurat, mengisi formulir secara lengkap,
membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan informasi tepat waktu merupakan indikator
kepatuhan wajib pajak terhadap hukum.

Menurut hasil peneliti terdahulu (Rahayu & Amirah, 2018), (Utomo & Iswara, 2021) dan
(Ammy, 2022) bahwa program pemutihan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Sedangkan.menurut penelitian (Widya Sasana et al., 2021) dan (Sari et al.,

2022) bahwa prog a ak-berper ar%dap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor.

Menurut peneliti terdahulu _(_Saputra 2022) dan (Widya sasana et al.,2021) bahwa

allWajib'pajak kendaraan bermotor.
(Kusasih & Kustiningsih) bahwa

_terhada; ajib pajak kendaraan

pembebasan bea |

Sedangkan menur®
pembebasan bea bali

bermotor.

Berdasarkan program-program diatas merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh
SAMSAT demi mewujudkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan
meminimalisir tunggakan-tunggakan yang dilakukan oleh pada penunggak pajak. Namun
apakah hal tersebut dapat selaras dengan tujuan program dimana adanya sebuah peningkatan
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan perumusan masalah diatas peneliti
tertarik untuk meneliti dan membuktikan secara empiris mengenai “Pengaruh Program
Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survei Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Kab.Karawang).”
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengidentifikasi

masalah yang terjadi dikantor SAMSAT Kab. Karawang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penurunan antusias masyarakat untuk membayar pajak pada saat tidak ada
program pemutihan, terbukti pada saat adanya program pemutihan sebesar Rp.
48.899.660.300 dan saat tidak ada program pemutihan sebesar Rp.30.476.220.700.

2. Adanya faktor penurunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala untuk
membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.

3. Penerimaaan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) seringkali tidak berjalan
sesuai dengan yang diingikan sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan

wajib pajakikenc bermoto _
4. Sanksi g tergolong kecil memb -atﬁpajak tidak patuh akan kewajibannya

sehinggaimenimbulkan semakin meningkat jumlah tunggakan.

5. Tidak te gkaunyaoutlet=sat_li

kota, sehingga wajib pajak b

juru atau jauh dari pusat

1.3 Batasan penelitia

Penulis membata alah pada, gbjet itia g meliputi wajib pajak
i
kendaraan bermotor yang terdartamdi SAMSAT karaws ti:

1. Wajib pajak yang terdaftar GRSAMSAI Kab.Karawang.

2. Penelitian hanya menguji variabelgpengarth™=pregram _gemutihan,
pembebasan bea balik nama dan SAMSAT keli

wajib pajak kendaraan bermotor.

adap kepatuhan

3. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang

diberikan kepada wajib pajak di Kab. Karawang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka pokok masalah
yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor pada SAMSAT Karawang?

2. Bagaimana pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak
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kendaraan bermotor pada SAMSAT Karawang?

3. Bagaimana pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor pada SAMSAT Karawang?

4. Bagaimana pengaruh simultan program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan
samsat keliling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada
SAMSATKarawang?

1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Program Pemutihan berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Karawang.
dan,menganalisis apakah Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh
%ermotor pada SAMSAT Karawang.
a amsat Keliling berpengaruh terhadap

an Wajib Pajak Kendaraan Berm@tor pada SAMSAT Karawang.

2. Untuk menguiji

guji dan meng_lisi_p ' r ihan, Pembebasan Bea
a da u erhadap Kepatuhan Wajib

a. Penelitian ini diharapkan“eapat~im rta pengetahuan
tentang pajak kendaraan bermotor:

b. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah didape ama masa perkuliahan
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Memberikan ide atau saran yang baru untuk peningkatan program pemutihan,
pembebasan bea balik nama dan samsat keliling yang dapat di terapkan di kantor

SAMSAT Kab.Karawang.

1.6.2 Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis

Peneliti ini untuk menambahkan ilmu penulis tentang akuntansi perpajakan
terutama tentang pajak pendapatan asli daerah maupun
wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Akademik
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Diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan informasi dan referensi
perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain yang berhubungan

dengan perpajakan khusunya pajak kendaraan bermotor.

Bagi Samsat

Diharapkan melakukan penyederhanaan prosedur dalam pembayaran pajak
kendaraan bermotor dan memberikan tambahan informasi-informasi terkait
dalam pembayaran pajak agar masyarakat selalu taat dan tepat waktu untuk
melakukan kewajibannya membayar pajak.

. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini_diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap

a dai menjadi acuan bagi wajib pajak untuk
hi peraturan perpajakan-yan laku.
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